BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan globalisasi menimbulkan fenomena global dengan munculnya
isu migrasi internasional, yakni perpindohan penduduk dari sofu negara ke negarn
lain. Salah satu bentuk wtama dan m]gr.mﬂilﬂ adalah migrasi ekonomi, di mana
individu secara sukarela berpindaﬁimﬁﬁiwfnluang kerja dan kehidupan
yang lebih baik {Lagrde, .,Ellﬂ. Fenomena ini telah menjadi tantangan besar bagi
negary-pegara. Fmgiummm penerima tenaga kerja, terutafiie ketika migrasi
dilskukan =ecara non-prosedural atnu ilegal. Peningkatan pg.[mmﬂ'ekeqn Migran
ln&muu: (PMI) dusabﬁm oleh minimnya. w Mra.:m yang. tidak

pﬂhﬂq& ‘Minimnya Jspangan pELmjnun vang tidak junhng mﬂﬂmhdkm
dampak keterbatasan lapangan pekerjaan, hal ini menjadi beban bagi pemerintah.
Upaya dalam meminimalisiv peningkatan kemiskinan di Indonesia, pemerintah
Indonesia mengeluarkan kebijakan perihal pengiriman tenaga kema dan
Permasalahan Pekerja Migran Indonesia Nonprosedural (PMI NP) masih
menjadi isu krusial. PMI NP merupakan proses pengiriman tenaga kerja ke huar
negeri tanpa melalui mekanisme resmi vang dlmmﬂ]ﬁmgm PMI NP tidak
Mdnﬂwdﬂhmmtmmw resmi, Ehhk nmﬁﬂll dokumen lengkap,
dan sering Kali lidak mendapatkan pelatihan maupun pethindungan hukum. Aksi
para PMI NF yang tidak memenuhi pﬂymmﬁt don keimigrasian yang
telah di terapkan pada UU Nomer 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Status non
prosedural secara esensial dapat menghilangkan perimdungan hukum yang
mengakibatkan jika mendapatkan permasalahan eksplotasi, kekerasan, hak atas
upah layak, penangkapan akibat dokumen yang tidak sah dan deportasi di negara
tujuan akibatnya tidak mendapatkon tuntutan hak secara secara formal. Seperti yang
dijelaskan dengan UU Nomor |8 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran

Indonesia. UU Nomor |8 Tahun 2017 merupakan suatu jaminan bagi para PMI



sebagai perlindungan atas pelaksanaan Hak Asasi Manusia di luar negeri. Akan
tetopi, secara normatif, perlindungan hanya berlaku terhadap PMI NP vang
memenuhi persyaratan secara administratif, sehingga pekerja migran non
prosedural tetap berada di situssi rawan dan terabaikan di wilayah perbatasan
maupun di negara tujoan (Nur Efsan, 2023). Situasi ini menvebabkan para pekerja
sangat rentan terhadap eksploitasi, pelanggaran hak asasi manusia, perdagungan
orang, bahkan kematian di luar negeri. Menurol data BPZML, dalam dua tahun
terakhir sebanyak ﬂﬂ.ﬁ.ﬁ calon PMI gagal diberangkatkan karena tidak memenuhi
prosedur resmi (Lembiga Ketshanan Nasional R1, 2023). Babkan, lebih dari 1.900
PMI ilegal Iﬂhpurkan'mmwl duniz dalom nga @hun lu:lkhlr mayoritas di
Malaysia din Timur Tengsh, meminjukkan urgensi penyelesainn masalah ini secara
sistemik tingot (Dewantar, 2023).

Indonesia merupakan negara terbanyak yang memiliki Pekerja Migran
Indonesia (PMI) vang tersebar di sejumlah negara saloh katunyn di Malaysia.
Malaysia memupakan negars fujuan urutan ketiga terbanyok dalam penempatan
pekerja PMI berdasarkan datn laporan publikasi data PMI yang dinilis oleh BP2M1

Il'lti"l’e'nnfmpﬂan Pekerja Migran Indonesia di Malaysla

2022 2023 2024  Jumlah

43125 72257 51,723 167.105

Tabel |. Penempatan PMIdi Malaysia
Sumber : Data laporan publikasi BP2MI

Drata penempatan PMI di Malaysia menunjukkan perubshan yvang sangat signifikan,
pada tahun 2022 tercatat 43.125 orang. pada tahun 2023 menjadi 72.237 orang dan
mengalami penurunan pada tahun 2024 tereatat 51.723 orang. Secara keseluruhan
pada periode 2022-2024 tercatst sejumlah 167.105 orang. Pada tahun 2023
mengalami peningkatan dikarenakan Malaysia mengalami peningkatan permintaan
tenaga kerja asing dalam memenuhi kebutuhan domestiknya. Penurunan pada tahun



2024 memmjukkan implementasi OCS mengalami hambatan alias berbagai
tantangan, keterbatasan koordinasi, kendala administratif dan masih aktifnya calo.
Malaysia menjadi tujuen faverie bagi PMI, karena letaknya yang berdekatan
dengan Indonesia. kemiripan budaya, serta lingginya pernuntaan tenaga kerja. [su
perlindungan pekerja migran menjadi perhatian utama di era globalisasi dan
mobilitas kerja terbilang sangal kompleks dengan mencakup berbagai macam
tuntutan yang sedang dihadapi yang kerap terjadi terhadap para pekerju migran,
Banyak sekali kasuslobkls. para 00 Wi Tpaiocrti kekerasan, pelecehan
ksunl, pemalsuan dutn, pemipusn dan ewi tidak bayar. Maoka dani itu,
pemerim memj,htihhh m ik nmljndlmgi:.w negara salah
satunya PMI, dengan memiliki tujuzn PMI yang htkﬁﬁ.ﬂmneg:‘i MEerass aman
‘dan terlindungi.
Tingginya mobilitas dimanfaatkan oleh sindikat perdagangan manusia dan
ngiriman tenags kerja ilegal. Salah satu jalur utama yang sering dimanfaatkan
smﬂr.'ahhldx_ﬂatm Kepulauan Riau. Posisi geografis Batam yang sangat dekat
dengan Jobor Bahru, Malaysia, menjadikannya pintu gerbang strategis bagi
kebernngkatun PMI Nonprosedural (Sshputra, 2024). Modus yang - umurm
digunakan adalah pengiriman PMI melalui kapal cepat (speedboar) #h malam
hari dengon titik  keberangkatmn  dari palnhuh:&-pl.'hhlhm tidak resmi
I:D]:ﬂ;ﬂh'askﬂnmlm, 2025), Pada Japuan 2023, aparat ﬁmgm TNI AL dan
BPIMI menggagalkan upaya wyﬁundupun 17 PMI Bdgﬂ] melalui perairan
Eummmwlﬁhm:hm?mn mnp;dnhmmml dan melalui jalur
tidak sah. Para PMI tersebut berasal dari duerah seperti Jawa Barat, NTB. dan
Sumatera, dan mengaku direkrut oleh agen vang menjanjikan pekerjaan dengan
irntbalan tinggs. Kasns ini mengindikasikan bafiws Hatsm fidak hanya menjadi fitilc
transit, tetapi telah berkembang menjadi simpul jaringan sindikat migrasi ilegal

yang terorganisir { Antaranews, 2023),

Selain jalur laut ilegal, permasalahan dengan penyalahgunaan ASEAN Visa
Exemption dan Social Vicit Pass (SVP) menjadi modus tterbaru dalam praktik
migrasi non-prosedural. Fasilitas ASEAN Visa Exemprion memfasilitasi bagi WNI
masuk ke Malaysia untuk kunjungan wisata sampai 30 hari tanpa visa, sementara



Social Visit Pass (SVP) di berikan kepada WNI untuk tujuan tidak bekerja
imengunjungi keluarga dan wisata). Dalam praktiknya. fasilitas tersebut sering
dimanfaatkan oleh sindikat atau perorangan untuk mengirim PMI tanpa melalu
jalur resmi. denpan alasan kunjungan keluarga dengan tujuan bekerja. Dengan
modus ini, dapat menunjukkan penggunaan dokumen legal sekalipun, banyak calon
PMI tetap berada di luar sistem yang mengakibatkan tidak mendapatkan
perlindungon hukum di negara tujua (Hukumonline. 2013). Hal ini menciptakan
celah pengawasan ﬂﬁkm karena EM{NP m.mmk lewat SVP atau visa
bebas tidak terdufiar m m :ﬁnggu mytﬂﬁlnn otoritas  dalam
meru:telﬁ, TeTgrwasT dan melindung). Kondist i menekankan pentingnya
penguatan koordinsi kebijakan bilateral dan regional, Serta perlunya integrasi data
‘dan sistem dolam peu.c:em penvolahgunaan izin masuk sementara.

Permasalihin tersebut menunjukkan adanya celsh besar dalam sistem
pengawusan dan periindungan pekerja migran. Mahalnya biaya penempatin legal,
bu‘ﬂkmﬁgm.gnm‘uL serta kurangnya akses informasi men}'eh'..]hk._lubmy].k-:m‘:llﬂu
pekerja lebih memilih jalur ilegal. Pendekatan konvensional yang bersifal reaktif
befum ‘mamps memutus mata rantal migrasi ilegal secara efektf. Perlindungan
terhadap pekerja migran keamanan PMI menjadi fokus utama memberikan
kesgjahternan PMIL  Pemerintah memiliki peran sewwice public dengan cara
mmglmu. memberikin arahan, mengeluarkan kﬂhijmaﬂm_hnkum.tmmna di
negara-negars dengan arus migrasi yang besar seperti Malaysia. Salah satu akar
permasalahan dari tingginya angka migrasi non.-prosedural sdalah ketidakteraturan
sistem perekrutan tmaga kﬂ]ﬂ :;nla}'k.:duu negan,

Sehelum tahun 2022, sistemn relrutmen lenag kerjn di Malaysia didominasi
oleh platform Sysiem !.:‘.'aft..‘. Girhl';‘rw {E:-MDL yang ﬁiemu.ngkjnkan majikan di

Malaysia merekrut tenaga kerja domestik secara langsung melalui sistem darng,
tanpa melalui proses verifikasi dar otoritas Indonesia (Antaranews, 2022). Sistem
ini membuka peluang bagi praktik rekrotmen tidak resmi. penyelundupan manusia,
dan perdagangan orang, karcna minimnya pengawasan dan transparansi. Hal inmi.
menyebabkan hubungan antara Indonesia dan Malaysia memanas, oleh sebab itu,
terjadinya pelanggaran HAM yang terjadi pada PMI, kedua negara tersebut sepakat



menggunakan jalur pemerintahan dalam proses perekrutan pekerja  migran
kemudian Indonesis dan Malaysia sepakal menggunaken Joini Working Group
(JWG)  dalam menangani permasalnhan pekerja migran (Ibrahim, 2023). Seiring
berjalannya wakiu peningkaton terjadinya permasalahan PMI NP menunjukkan
bahwasanya mengalami kendala terhadap sistem pemgawasan dan sinkronisasi
antara kedua negara, situasi tersebut menjadi faktor utama terciptanya inovasi
terbaru terhadap sistem dengan pmd:ekm jmgieblh strategis dan lerkoordinasi.
Menanggapi permasalahan ini, uﬁlﬁmmkaﬂ e Channel System
(OCS). Pada tahun 2012, Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia
menandmglm Memtmndums of Understanding (Moll) tcmPenempnla.n dan
Fi::ﬁ:dﬁ:g:m Pekerja Migran Indonesia di Maln‘_l.r:i.u.m;am poin utama dalam
Mol tersebut adalah kesepakatan untuk menerapkan One Chanel System (OCS)
sebagai mekanisme tunggal dan resmi dalam perekrutan PMI sektor domestik ke
Malaysia. Sistem ini bertujusn untuk menyederhanskan, mengontrol;. dan
men;mﬂﬂ proses penempatan pekerja migran secara lebih ketot, mula ,['hti't'limp
rekrutmen, pelatihan, hingga penempatan dan pemulangan. Dengan adanya OCS,
selurufl proses migrasi tenagn kerja dilskukan melalui satu kansl resmi yang
diawusi oleh Bloritas negara, schingga diharapkan dapat menekan angka
hbﬂmglmmi secara ilegal.

One Chanpel System bukan hanya sekadar instrumen administratif, melainkan
juga’ lﬁnqﬂhﬁ btw dari W besar Indonesia ﬂlllﬂ, upava perlindungan

PMINP. Mﬂﬁﬂiﬁ,mmﬂ nmmtmnspamnﬂ efisiensi,
dan akuntabilitas dalam sistem migrasi tenags kegja. Sistem ini juga membuka

ruang kerja sama bilateral mlﬁﬂl hmifm; Indonesia dan Malaysia dalam
hal pengawasan dan perlindungan pekerja migran, Dalam konteks ini. Indonesia
dituntut untuk terus mengoptimalkan kebijakan dan efektivitns OCS. termasuk
dengan memperkuat koordinasi antar lembaga, meningkatkan kualitas pelatthan,
serta melakukan sosiafisasi masif kepada masyarakat terutama di daerah sentral
pengiriman PMIL

One Channel Svsiem merupakan longkah awal solusi untuk menjamin
perlindungon bagi PMI dalam bentuk keterbukaan perubshan kebijakan PMI



seperti mengubah sistem rektrutmen dari System Maid Online (SMO). OCS
merupakan kebijakan penempatan PMI yang dilakukan melalui sate jalur resmi,
hasil kerja sama antara pemenntah Indonesia dan Malaysie. Sistem ini mencakup
proses rekmuimen, pelatihon, hinggs penempaton lenaga kerja, serta bertujuan
mempersempit ruang gerak sindikat ilegal. Implementasi OCS juga diwujudkan
melalui nota kesepahaman Memorandum of Understanding (Mol) tahun 2022
antara Indonesia dan Malaysia mengenal penempatan dan perlindungan PMI sektor
domestik. Namun, nuuh]nm m&mm lantangan masih tetap ada.
Banyak masyarakat yang belum memshami penfingnys mengikuti jalur legal,
sementara calo dan agen ilegal masih mark mumrhn’jnhu pintas dengan
m&-}:ﬁmg proses cr.pit M bizya murah. Di sisi lan, pemerintah masih
'MMl keterbatasan dalam hal pengawasan di lapangan, keterpoduan data.
serta integrasi teknologi antara lembaga terkait.

Dllm melihat realitas tersebut, maka penting untul mengkaji nﬂhnllsam
kerja sama bilateral Indonesin dalam pelaksanaan Owe Channet System sebagai
strategi pencegahan PM] NP ke Malaysia. Kajian ini tidak hanya penting untuk
WHM'W kebijakan migrasi yang dihadapi saat ini, letap: juga relevan
dalam konteks perlindungan hak asasi manusia dan m.hdﬂlﬂﬂﬂl negan
dalam pengelolaan tenaga kerja migran. Upaya ini juga sejalan dengan komitmen
Indonesia dalam mewujudkan migeasi yang aman, ferib, lI:Llll bermartabat,

mmuaﬂmm 2030 Sustaindhle Bevelopment Goals (SDGs),
Tujuan Mﬂgﬂm w khususnya pada target 10.7 menekankan
pentingnya l:ehljaknn migrasi jﬁmg temnmn_u__m_h;_ﬁﬁ_:rla dengan baik untuk
memfasilitusi mobilitas manusia secam tertib dan bertanggung jawab (United
Nations, 2015), Kebijakan OCS sangat relavan dengan target 10.7 SDGs sebab
dapal mendorong migrasi yang aman dan leratur bagi pekerja migran.

Fenomena PMI NP dapat terfihat dari data terbaru, khususnya dari sudut
pandang data deportasi. Berdasarkan data bulan Januar hingga November BF3MI
Kalimantan Utara data pemulangan berjumlah 1.678 PMI dan gelombang dua KRI1
Tawau memulangkan 92 PMI total keseluruhan deportasi melalui jalur Munukan
tahun 2022 sejumlah 1.770 (Benuanta, 2021). Sedangkan, data BP3MI Kepri



selama 2022 tercatat 957 PMI dideportasi {Aldy, 2023). Selanjutnya, data deportasi
jalur Entikong mecapai 2.500 PMI (Suarakalbar, 2022). Total keseluruhan pada
tahun 2022 dats estimasi deportasi PMI dan Malaysia berjumlsh 5.227 orang. Pada
tahun 2023, sebanyak 3.702 PMI di deportasi melalui jalur PLEN Entikong
(Tribrata, 2024). Sedangkan melalui pelabuban Tanjungpinang tercatat 221 PMI
dideportasi (Hamapu, 2023). Selanjutnya, BP3MI Nunukan mencatat 1.981 PMI
deportast ( Anshori, '-"[]Bh dan keselumhﬂ"pﬂh:hhun 2022 data estimasi deportasi
PMI dari Malaysia hupmlnh b Eﬂﬁm smmm 2024 laporan RMOL1ID
(2024 mnﬂ}ﬂlﬂhﬂh]iwn Hlilrﬁa telah W'['U!EI sekitar 11.030
PMI scpanjang: Dataini quul‘.hﬂ bahwa fenomens PMI NP masih terjadi
secdrn signi fikan. [qiﬂlhnjm]uh deportasi menunjukkan bahwasannya PMI
masih banyak mengmmakan jalur tidak resmi. Data ini menunjukkan bahwa
faostena M NP masih terjadi-secara. signifikan "ERuaicAn. funMih. deportasi
menunjukkan bahwasannya PMI masih banyak menggunalan jalur tidak resmi, Hal
ini memberikan perhatian terkait perlunya penguatan pengawasan dan optimalisasi
jalur penempatan secara Jegal untuk meningkatkan perlindungan PM! dapat lebih
efekiif :

Efektivitas OCS di lapangan, terutama di wilaysh-wilsyah perbatasan yang
menjadi pintu masuk, masih diragukan. Celah hui:l.un., W koordinasi lintns
lembaga, sertn kurangnya pengawasan membuat smﬁhtm beroperasi dengan
leluasa, Dlhm w H, teori kp]n SAMaA mhtmmﬂ menjadi pendekatan
yang rﬂmmuﬂmﬁshﬁmdm pelaksannom 0CS, berdasarkan asumsi
bahwa dua negara dapat membentuk kerja sama -_yﬁlg stabil jika terdapat

kepentingan bersama, saﬁngm dan h:ﬂhmn untuk menyvesuaikan
kebijakan untuk mencapai h.epenhngan bersama. Kﬁ]a sama bilateral Indonesia dan

Malaysia melalui OCS memspakan bentuk penyelarasan untuk mengatasi migrasi
non prosedural. OCS disetujui bersama dalam bentuk Moll sebagai kanal resmi
dalam penempatan pekerja migran sektor domestik. Akan tetapi, dalam
implementasinya OCS mengalami kendala pengounaan sistem SMO (Sistem Maid
Online) oleh Malaysia yang tidak sesuai dengan prinsip OCS, resitensi dari agen
non resmi, penyalahgunasn visa, lemahnya pengawnasan dan keselerasan kebijakan.



Oleh sebab itu melalui pendekatan teon kerja sama internasional, penelitian ini
bertujuan untuk mempelajan sejach mana OCS mencerminkan prinsip keadilan,
kepercayaazn timbal balik den tujuan bersama antara Indonesio dan Malaysia.
Optimalisasi menjadi penting terkail keberhasilan kerja sama tidak semats-mata
ditentukan oleh adanya kesepakatan tertulis, melainkan kemampuan dua negara
dalam menjada konsistensi komitmen, efektivitas koordinasi antara kedua negara
bersangkutan dalam penyelasaian permasalaban bersama.

1.2 Rumusan Masalah

Eumm [ntar | hﬂakmg ‘distas, rumusan mﬁala]: #ulun perlchtla.n ini
adalnh Mengapa Kemﬁmtﬂiﬂnﬁm dan Mﬂta\-jnmnhhl (blefkunmﬂ' Spstem
(OCS) belum optimal menyelesaikan permasalahan pekerja migrasi Indonesia non
prosedural pada tahun 202220247 - -

1.3 Tujuan Penclitian

|." Menganalisis bagaimona pelaksanaan program  One  Channel  Svstem
berlangsung
‘2. Mengetahui perkembangan capaian kerja sama Indonesia - Malaysia dalam
_pnni.'cgnhm Pekerja Migran Indonesia Nonprosedural
si penyebab hambatan s:stmqﬂu mnt e Channel

Mmmwlndﬂnﬁu Malaysia

1.4 Manfant Penclitian

1. Bagi praktisi, penelitian ini dapat digunakan sebagai refrensi tambahan
sekaligus menjadi sumber pemahaman yang memperluas wxwasan berbagai
pihak termasuk kalangan akademis, pengamat, praktiksi dan masyarakat
umurn yang memiliki ketertarikan terhadap isu pencegahan migrasi non
prosedural Pekerja Migran Indonesia serta isu kerja sama bilateral antara
Indonesia dan Malaysia.
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Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi ilmiah
bagi pengembangan studi hubungan internasional dolam bidang kerja sama
bilateral dan tinjaun refrensi bagi mohasiswa, dosen, peneliti maupun
pengamal yang ingin mengembangksn penelitian lebih lanjul lentang
instrumen  kerja sama Indonesia dan Malaysia terkait isu pencegahan
Pekerja Migran Indonesia Nonprosedural.

Bagi penulis, penelitian ini sw salah satu syarat memperoleh gelar
sarjana dan penyelesaian tugas akhir ﬂltf sprogram studi Hubungan
lnlemldmil di t'.pkﬂih] Ekonomi  dan Slmi:l ‘Universitaa  Amikom
Yuﬁﬂm selain ity sarana mengembangkan hmlt.'aplmn analisis,

-mﬂnpzrlm: wawasan feoritis dan praktis. serta diharapkan bagi penulis
‘dapat memahami dan mendalami uptlml]illi kerja sama_Indonesia dan

Malaysia melalui One Channel System {{}m}-ﬂﬁn pencegahan Pekerja
Migran Indonesta Nonprosedural.

1.5 Sistematika Penulisan
Dalam penelitian ini. rncangan sistematika penulisan akan menjadi lima bab
yang mana akan terdiri lagi dari sub bahasan. Berikut ini adalah gambaran besar
setinp babnya:
= BABI

w jjunn untuk memberikan rikan penjelasan awal kﬁfﬂ«l pembaca tentang
topik yang akan dibahas_ latar belakang penelition, serta tujuan dan man fxot
dari penelition atau tultsan tersebut, hingga dengan sistematika penulisan.
BABII

Merupakan bagian yang Mﬁﬁ‘dﬂﬁ-fﬁﬁmaﬂ“pusmka yang membahas
tentang landasan konseptual atau teoritis dan penelitian terdahulu yang
relevan

BAB I

Merupakan baman yang terdin atas teknik atay metode yang digunakan
dalam penelitian, seperti jenis penelitian hingga teknik pengumpulan data,
BABIV
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